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Abstrak
 

Analisis ini mempunyai latar belakang lingkup makro yaitu melihat kondisi di negara berkembang yang

memiliki keterbatasan atau rendahnya tenaga profesional pegawai negeri sipil yang memahami dan

menguasai teknologi informasi. Imbas dari kendala yang muncul berakibat pada terganggunya pelaksanaan

implementasi teknologi informasi yang telah menjadi program nasional. Secara mikro keadaan tersebut juga

terjadi di Indonesia, di mana perencanaan implementasi e-Govemment oleh pemerintah pusat dijabarkan

melalui payung kebijakan e-Govemment. Namun hasil yang tampak belum terlihat secara jelas dan nyata

dikegiatan sehari-harinya. Berbagai faktor mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yang utama adalah

tingkat pemahaman pegawai negeri sipil terhadap e-Government mash ,sangat rendah. Apa yang telah

dilakukan pada kurun waktu lama saat lalu tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal

dan mengerti akan esensi dari e-Government. Mengingat kebijakan ini berkaitan dengan penerapan

teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya maka dituntut pula kesiapan tenaga profesional

yang cepat memahami dan mengerti implemetasi dari kebijakan e-Government.

 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis pemahaman dari para pegawai negeri sipil di

Sekretariat Negara terutama para pejabatnya terhadap kebijakan e-Government guna peningkatan kinerja

instansi dan pencapaian tujuan sebagai pemerintahan yang baik. Deegan pemahaman yang benar maka

implementasinya dapat dituangkan dalam suatu rencana stratejik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan

arah yang benar dan tepat. Penelitian pemahaman ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan

operational thinking dari salah satu 7 (tujuh) systems thinking yang ada. Sedangkan kriteria yang digunakan

yang sesuai dengan pemahaman operational thinking diambil dari pendapat Eko Indrajit lewat paradigma

berbasis teknologi informasi. Kriteria yang dimaksud meliputi Orientasi, Proses Organisasi, Prinsip-prinsip

Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal, Model Jasa Pelayanan, dan

Prinsip Jasa Pelayanan. lmplementasi kebijakan e-government yang dituangkan dalam Rencana Stratejik

Sekretariat Negara dapat dibandingkan dengan kebijakan e-Govemment Singapura yang telah dahulu dalam

penerapannya.

 

Teori yang mendukung adalah teori kebijakan publik, teori electronic government, toad operational thinking,

dan teori implementasi. Untuk mendukung kegiatan penelitian diperlukan data primer dan data sekunder

yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden serta

dielngkapi dengan pencarian infonnasi lewat berbagai jurnal dan dokumen. Populasi penelitian adalah para

pejabat dan eselon II hingga eselon IV di Sekretariat Negara RI dan metode yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah

nonprobabilily sampling dengan accidental sampling. Responden yang terkumpul sebanyak 27 orang dan
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perhitungan data yang dipakai adalah skala Likert dengan penentuan skoring.

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut menghasilkan, secara individual tingkat pemahaman

para pejabat masih rendah/belum paham. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator yang masih dibawah

tingkat paham sehingga berakibat kepada kebijakan pimpinan yang tertuang dalam Rencana Stratejik

Sekretariat Negara 2001-2005 yang menjadikan perencanaan e-Govemment tidak jelas dan tidak terarah.

 

Untuk menyiasati gap/masalah yang muncul pertu diusahakan peningkatkan pemahaman dan sosialisasi

yang benar tentang e-Govemment lewat berbagai usaha pendidikan dan komitmen kuat individu sehingga

implementasinya lewat Rencana Stratejik dapat dijabarkan secara benar dan jelas, sehingga tujuan dari

pemerintah agar menjadikan pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat terwujud.


